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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Dasar Hukum Pajak


Pajak diadakan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan berdasarkan hukum, sehingga tidak boleh dipungut atau dikenakan secara sewenang-wenang.


Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”.


Hukum pajak merupakan hukum publik, khususnya termasuk lingkungan administrasi Negara. Hukum pajak tidak terlepas dari bagian-bagian hukum lainnya, namun mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan hukum pidana.

2.2 Pengertian Umum Pajak


Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) beerdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.


Ada  banyak pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :


Menurut P.J.A. Adriani dalam bukunya Dasar-Dasar Perpajakan yang berpendapat sebagai berikut :


“Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelnggaraka pemerintahan”.

(2000 : 12)


Menurut MJH Smeets berpendapat tentang Pajak adalah sebagai berikut :


“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umumdan yans dapat dipaksakannya , tanpa adanya kontraprestasi (timbal balik) yang ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

(2001 : 1)


Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak adalah :


“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.


Menurut N.J. Fieldmann, mendefinisikan pajak adalah sebagai berikut :


“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutp pengeluaran-pengeluaran umum”.


Kesimpulan dari pengertian-pengertian Pajak diatas adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotra prestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetaire, yaitu mengatur (regulered).
2.2.1 Jenis-Jenis Pajak


Jenis Pajak yaitu :

1. Pajak Pusat, terdiri dari :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

d. Bea Materai

2. Pajak Daerah, terdiri dari :

a. Pajak Propinsi

b. Pajak Kabupaten atau Kota  

2.2.2 Fungsi Pajak 


Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetaire (Anggaran)

Pajak merupakan satu alat (sumber) untuk memasukka uang ke kas Negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara.

2. Fungsi Regulered (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang oleh pemerintah.

2.3 Pajak Daerah

Dasar hukum Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang RI No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak iuran wajib yang dilakukan oleh Objek Pajak atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pengertian Pajak Daerah pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan dengan asas Pajak Negara yaitu sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan umum pengeluaran Pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pungutannya dilaksanakan secara paksa.

2.3.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah


Berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi atas :

1. Jenis-Jenis Pajak Propinsi, terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Air

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri atas :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

2.3.2 Fungsi Pajak Daerah


Fungsi Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai soko guru atau tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelanggaraan pemerintah daerah.

2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

2.4 Pajak Hotel 

Dasar Hukum Pajak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.02 tahun 2003 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No.12 tahun 2000 tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan atas pelayanan hotel.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pengusaha adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarkan usaha hotel untuk dan atasa namanya sendirinya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2.4.1 Subjek Pajak Hotel


Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, sedangkan yang disebut dengan Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.

2.4.2 Objek Pajak Hotel


Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Objek Pajak tersebut meliputi :

a. Hotel, penginapan atau jenis lainnya seperti gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pasanggrahan (hostel), losmen, guest house dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah 15 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

b. Pelayanan Penunjang sebagai kelengkapan penunjang fasilitas penginapan atau tinggal yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan anatara lain telepon, faximile, telex, foto copy, pelayanan cuci (dobi), setrika, taxi, dan penangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang dikelola oleh Manajemen hotel, antara lain : pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak diatas adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen atau fsailitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.

b. Asrama atau pesantren.

c. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon, yang dipakai oleh umum di hotel.

d. Pelayanan perjalanan wisata yang akan diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

e. Pelayanan jasa boga/catering.

2.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel


Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.


Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif x dasar pengenaan pajak (DPP).


System pemungutan Pajak Hotel terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Self Assesment System, dimana system ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri, selain itu ada juga Official Assesment System, dimana dalam system ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.4.4 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak Hotel.


Masa Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2003 adalah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, sebagai perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 2000 yang menetapkan masa Pajak Hotel adalah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan hotel.


Surat Ketetapan  Pajak Daerah (SKPD) tanggal 1s/d tanggal 15 harus dibayar paling lambat ranggal 22 berjalan, SKPD tanggal 16 s/d akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Masa Pajak setahun dipungut sebanyak 24 kali.

2.4.5 Penetapan Pajak.

1. Berdasarkan SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota.

3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranga lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
2.4.6 Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Hotel.


Tata cara penghitungan dan penetapan Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surta Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu jatuh tempo sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. Khusus terhadap wajib pajak yang dikategorikan tidak menetapkan 3 yaitu : pedagang kaki lima dan yang sejenisnya, dipungut ditempat setiap hari dengan menggunakan karcis sebagai alat bukti pembayaran pajak.

4. Dalam hal penggolongan Wajib Pajak Hotel terdiri atas:

a. Wajib Pajak Hotel, terdiri atas: hotel berbintang 1,2,3,4,5 dan hotel melati.

Besarnya pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana di maksud diatas (10%) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sama secara keseluruhan.

Contoh :

Tn. X menginap di Hotel Jayakarta untuk pembelian :

- Makanan dan minuman



Rp.  500.000,00

- Untuk jasa sewa kamar



Rp. 2000.000,00

-Untuk jasa binatu




Rp.   150.000,00

-Untuk jasa telepon 




Rp.     50.000,00

Jumlah 





Rp.  2.700.000,00

-Service charge 10%




Rp.      270.000,00

Jumlah Pembayaran




Rp.  2.970.000,00

Pajak Hotel





Rp.     297.000,00

Jumlah yang harus dibayar Tn.X


Rp   3.267.000,00

2.4.7 Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel


Tata cara pembayaran pajak hotel ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikotamadya Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Walikotamadya dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturt-turut dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari iuran pajak yang belum/kurang bayar.

2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

3. Pembayarn pajak sebagaiamana dimaksud diatas yaitu (1&2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

4. Khususnya pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan tidak menetap yaitu : Pujasera, Puja Kaki Lima, Kafe dan yang sejenisnya dipungut di tempat setiap hari dengan mempergunakan karcis sebagai alat bukti pembayaran pajak.

2.4.8 Kadaluwarsa

1. Berdasarkan SPTPD, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

2. Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD ditetapkan lebih alnjut oleh Walikota.

3. Dalam jangka waktu 3 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterengan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

5. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah kredit pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2.4.9 Keberatan dan Banding.   

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

2. Keberatan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.

3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran pajak tersebut.

4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Walikota.

8. Permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasa yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinann dari keputusan tersebut.

9. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelakasanaan penagihan pajak.

2.4.10 Pemeriksaan.

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakn daerah.

2. Dalam Pemeriksaan Pembukuan dan/atau kegiatan Audit, Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak/Auditor.

3. Wajib Pajak Yang diperiksa wajib :

a. Mempelihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

b. Memberikan kkesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

4.  Dalam Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sebagaimana surat tugas dari Walikota, akan menjalankan norma-norma atau etika yang berlaku.

5. Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

2.4.11  Ketentuan Sanksi.

2.4.11.1  Sanksi Administrasi

1. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

2. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.

3. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabtan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terutangnya pajak.

4. Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

5. Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

2.4.11.2 Sanksi Pidana

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahu dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jmlah pajak yang terutang.

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak lengkap atau tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

3.  Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.5 Otonomi Daerah

Peraturan Perundang-undangan terakhir tentang otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pengertian Otonomi Daerah, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5.1 Kewenangan Otonomi Daerah

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah yang menempatkan otonomi dearah yang secara utuh kepada Daerah Kota dan Daerah Kabupaten, maka daerah mempunyai wewenang dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Pemberian kewenangan otonomi tersebut didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud totnomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan ottonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup juga kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan  pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian daerah otonom, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Atas dasar pemikiran tersebut, prinsip-prinsip otonomi daerah yang menjadi pedoman dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah;

b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kota dan kabupaten, sedangkan daerah propinsi hanya berupa otonomi yang terbatas;

d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi Negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah;

e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kota dan kabupaten tidak ada lagi Wilayah Administrasi.Demikian pula dengan kawasanyang dibina oleh pemerintah atau badan lain, seperti Badan  Otoritas, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Industri, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Perhutanan, Kawasan Perkantoran Baru, Kawasan Pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan otonomi daerah;

f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah;

g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah Administrasi untuk melakukan kewenangan pemerintahan tentang yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan;

h. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

2.6 Dinas Pendapatan Daerah 

Tugas Dinas Pendapatan Daerah:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendapatan daerahnya yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

2. Melaksanakan segala usaha koordinasi kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah secara maksimum, baik sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sebagai pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada Dinas / unit kerja lain yang melaksanakan.

Dinas Pendapatan Daerah harus meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai dan mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tugas daerah, oleh karena itu sumber daya upaya pada Dinas Pendapatan Daerah harus terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2.6.1 Sumber Pendapatan Daerah

Untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah serta antar propinsi dan daerah yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil penegelolaannya kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah 

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
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